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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika memiliki 2 tahapan proses hukum yaitu: Proses pidana umum yang terdiri dari : Penangkapan, Penyidikan, Penahanan, Pelimpahan ke Kejaksaan & Pengadilan, lalu Persidangan dan putusan. Setelah melalui proses pidana umum oknum tersangka harus melalui proses sidang disiplin dan kode etik kepolisian. Dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, div provos menghadapi kendala internal. Kendala tersebut adalah masih terbatasnya jumlah SDM di Satbrimob Polda Sumut yang pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkotika, masih terbatasnya jumlah anggaran ketika melakukan proses penyidikan, serta manajemen waktu yang tepat dengan pihak – pihak terkait dalam proses penyidikan masih sulit di sempurnakan.
B. [bookmark: _Toc204249920]SARAN

1. Peningkatan Kapasitas SDM
Diperlukan pelatihan dan pendidikan lanjutan secara berkala bagi anggota kepolisian, khususnya di lingkungan Satbrimob Polda Sumut, terkait penyidikan kasus narkotika. Hal ini bertujuan agar setiap personel memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.


2. Penguatan Anggaran Operasional
Pemerintah dan institusi kepolisian diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan penyidikan kasus narkotika. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting guna memastikan kelancaran proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.
3. Perbaikan Manajemen Waktu dan Koordinasi Antarinstansi
Perlu adanya sistem manajemen waktu dan koordinasi yang lebih efektif antara Divisi Provos, penyidik, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya. Dengan demikian, proses penyidikan hingga penjatuhan sanksi pidana dan etik terhadap pelanggar dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
4. Penguatan Komitmen dan Integritas Internal
Penting bagi institusi kepolisian untuk menegakkan komitmen terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu. Penerapan sanksi pidana dan etik harus dilakukan secara konsisten agar dapat menimbulkan efek jera dan menjaga citra institusi di mata masyarakat.
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